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1. Pembahasan

Dewasa ini, kinerja birokrasi pelayanan publik menjadi isu yang semakin menarik karena
perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik.
Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi akan bisa memperbaiki iklim investasi
yang amat diperlukan oleh bangsa ini untuk segera keluar dari krisis ekonomi yang
berkepanjangan. Buruknya kinerja birokrasi publik di Indonesia sering menjadi determinan yang
penting dari penurunan minat investasi. Sayangnya, kinerja birokrasi publik di indonesia dari
berbagai studi dan observasi tidak banyak mengalami perbaikan, bahkan cenderung menjadi
semakin buruk. Akibatnya, pemerintah mengalami kesulitan dalam menarik investasi, belum lagi
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ditambah dengan masalah-masalah lain, seperti ketidakpastian hukum dan keamanan nasional. Ini
semua tentu menghambat upaya bangsa ini untuk segera keluar dari krisis ekonomi.

Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik akan memiliki
implikasi luas, terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Buruknya kinerja birokrasi yang dianggap tidak tanggap dengan permasalahan publik, berbelit-
belit, jauh dari pelayanan prima dan rentan dengan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme) menjadi faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah.

Reformasi birokrasi pada era reformasi telah menjadi bagian penting dalam mewujudkan
good governance. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik, serta pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Good
governance sering diartikan sebagai indikator terealisasikannya reformasi birokrasi dengan
terpenuhinya prinsip-prinsip, partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi,
kepedulian kepada stakeholders, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi,
akuntabilitas, dan visi strategis.

Reformasi pelayanan publik telah menjadi perhatian yang menonjol dalam proses
pengembangan good governance. Hal tersebut didasarkan pada pelayanan publik sebagai ranah
interaksi antara negara yang diwakili pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah
(masyarakat sipil dan mekanisme pasar) dan bahwa berbagai aspek good governance dapat
diartikulasikan secara lebih mudah pada ranah pelayanan publik, sekaligus lebih mudah dinilai
kinerjanya. Menurut Dwiyanto (2011) Good governance sering diartikan sebagai indikator
terealisasikannya reformasi birokrasi dengan terpenuhinya prinsip-prinsip, partisipasi masyarakat,
tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian kepada stakeholders, berorientasi pada,
kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Oleh karena itu, indikator dari
penciptaan dan pengembangan good governance salah satunya yaitu penciptaan pelayanan yang
prima.

Demikian pentingnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, sehingga sering
dijadikan indikator keberhasilan suatu rezim pemerintahan. Menurut Agung Kurniawan (2005)
Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata
cara yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan kondisi masyarakat reformasi, tidak ada apa-
apanya manakala pelayanan publik tenyata masih buruk, apalagi dalam rangka mewujudkan Good
Governance dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan pada
penyelenggaraan pemerintahan.

Pernyataan di atas merupakan gambaran nyata bahwa masyarakat sekarang sudah kritis
dalam menyikapi permasalahan dalam birokrasi pemerintahan. Birokrasi ini tidak hanya terjadi
dipusat Ibukota, namun juga terjadi di daerah karena masyarakat jumlahnya lebih banyak di
daerah. Di daerah biasanya birokrasi merupakan tanggungjawab pemerintah daerah setempat
dimana profesionalitas pegawai daerah dapat diukur dengan tingkat kemudahan birokrasi di
daerah, termasuk di Ponorogo khususnya di Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo.

Berada langsung dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi, keberadaan Kantor Imigrasi di
Kabupaten Ponorogo dengan jelas memiliki suatu peran yang sangat penting. Terlebih dalam hal
pelayanan publik dalam pengurusan hal-hal seperti dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, ijin
tinggal dan status, intelijen, penyidikan, dan penindakan, lintas batas, dan kerjasama luar negeri
serta system informasi keimigrasian. Apalagi banyaknya masyarakat Ponorogo yang bekerja diluar
negeri atau sebagai TKI ataupun TKW diberbagai negara sangat membutuhkan paspor dalam
bepergian. Dengan banyaknya warga Ponorogo yang bekerja di Luar Negeri, maka pelayanan
publik khususnya pelayanan paspor menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat.

Mengacu pada era sekarang dimana terjadi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) peran
kantor imigrasi menjadi sangat vital. Perdagangan bebas tanpa hambatan yang terjadi sekarang
membuat semua aspek dalam bernegara termasuk ekonomi dan politik juga harus berkembang.
Perkembangan tersebut juga harus disempurnakan oleh birokrasi yang baik pula dimana birokrasi
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menjadi ujung tombak suksesnya pembangunan dan sebagai langkah besar dalam menuju MEA
itu sendiri.

Melihat kasus ini, Kantor Imigrasi juga wajib memperbaiki layanan yang diberikan serta
membuat pengguna jasa layanan khususnya pembuatan paspor bisa puas dan mudah dalam
kepengurusan urusan imigrasinya. Kemudahan itu tadi juga otomatis mempermudah akses
pengguna jasa dalam bepergian ke mana saja dan itu wajib ada sekarang karena faktor MEA.
Kemudahan birokrasi utamanya dalam kantor imigrasi membuat warga Indonesia mudah
mengurus paspor dan mampu bersaing dengan warga asing sehingga tujuan dari kegiatan tersebut
mampu membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik membahas masalah pelayanan publik di
daerah utamanya dalam pelayanan pembuatan paspor pada kantor imigrasi, maka dalam hal ini
peneliti mengambil sebuah judul PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DI KANTOR
IMIGRASI KELAS III KABUPATEN PONOROGO.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kualitas Pelayanan Pembuatan Paspor
di Kantor Imigrasi Kelas 111 Kabupaten Ponorogo ? dan Hambatan apa yang dihadapi Kantor
Imigrasi Kelas 111 Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan paspor ?

Di dalam penyusunan penelitian ini, ada tujuan yang ingin di capai oleh penulis yaitu: 1.
Untuk mengetahui kualitas pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I1I Kabupaten
Ponorogo. 2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas III
Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan paspor. Adapun manfaat yang
dapat diambil dari penelitian ini yaitu: Bagi pembaca dengan melakukan penelitian ini akan
menambah wawasan dan ketrampilan bagi pembaca dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan
selama masa perkuliahan, dan utamanya bisa dijadikan bahan acuan dalam penulisan karya tulis
dengan latar belakang yang sama kedepannya. Bagi Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten
Ponorogo Untuk memberikan informasi kepada Kantor Imigrasi Kelas 111 Kabupaten Ponorogo
dalam memaksimalkan pelayanan publik khususnya pelayanan pembuatan paspor yang tepat dan
sesuai dengan kondisi yang ada, utamanya mengenai kepuasan masyarakat.

2. Metode

Lokasi penelitian akan dilaksanakan dengan pertimbangan yang sesuai dengan
permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka objek penelitian ini adalah
Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo yang
beralamatkan di J1. Ir. H. Juanda Ponorogo. Penelitian dilakukan kepada pihak Imigrasi Kabupaten
Ponorogo serta menemui pihak yang terkait dengan masalah Imigrasi. Penelitian ini dilakukan
selama 4 bulan yaitu dimulai dengan pengajuan judul hingga skripsi ini diselesaikan pada bulan
Februari 2018 sampai bulan Juni 2018.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif
digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna
adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

Sumber data dalam mengumpulkan data primer, peneliti melakukan beberapa cara yaitu
dengan metode survei atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Disini peneliti melihat dari
segala macam aspek pelayanan pembuatan paspor yang ada di Kantor Imigrasi Kabupaten
Ponorogo serta para pihak yang berhubungan dengan Imigrasi untuk mendapatkan data yang
relevan.

Informan yang dapat dimintai informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor
Imigrasi Kelas II1I Kabupaten Ponorogo, Petugas Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I1I Kabupaten
Ponorogo, Pengguna Jasa Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan
data yang digunakan peneliti adalah dengan turun langsung ke lapangan (field research) dan fokus
pada objek yang diteliti guna untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh penelitian dengan
cara sebagai berikut : a). Metode Observasi, Metode yang diambil untuk pengumpulan data dengan
cara mengamati secara langsung objek penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu
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Pelayanan Publik khususnya pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas III
Kabupaten Ponorogo serta untuk mengetahui kualitas pelayanan pembuatan paspor disana. b).
Metode Wawancara (Interview), Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengadakan
pertanyaan secara langsung kepada pihak yang terkait dengan Imigrasi. Dalam hal ini peneliti
melakukan wawancara kepada pejabat berwenang yang ada di Kantor Imigrasi Kelas III
Kabupaten Ponorogo serta pada pihak lain yang berhubungan dengan Imigrasi. c). Metode
Dokumentasi, Merupakan cara melakukan dokumentasi atau menyalin data atau segala aspek yang
dibutuhkan dalam penelitian ini. Dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti adalah berupa tulisan
dan gambaran yang berhubungan dengan kualitas pelayanan khususnya pelayanan pembuatan
paspor di Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu
mendeskripsikan, menggolongkan dan menguraikan data hasil penelitian yang dilakukan dengan
menyusun daftar pertanyaan dan kemudian mengambil suatu kesimpulan yang bersifat kualitatif
dari jawaban responden dengan mendasarkan pada Kualitas Pelayanan Publik khususnya
Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 11T Kabupaten Ponorogo

3. Hasil dan Pembahasan

Paspor merupakan dokumen perjalanan yang dimiliki oleh warga negara yang fungsinya
sebagai dokumen identitas perjalanan seseorang dalam berpergian. Kantor Imigrasi Kelas II1
Ponorogo melayani pembuatan paspor bagi masyarakat sekitar Ponorogo atau dari masyarakat
yang domisilinya masuk ke dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Ponorogo.

Tanggapan masyarakat sangat positif dengan pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas
11T Kabupaten Ponorogo. Apalagi sebelumnya kepengurusan imigrasi hanya bisa dilakukan di
Madiun. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo juga menyatakan pelayanan
sudah baik dan sesuai peraturan perundangundangan. Hal ini jadi mempermudah masyarakat
Ponorogo dan sekitarnya dalam kepengurusan imigrasi. Meskipun ada tanggapan kurang bagus
tentang lokasi yang kurang luas namun masyarakat tetap puas dengan pelayanan di Kantor
Imigrasi Kelas I1I Kabupaten Ponorogo.

Sesuai dengan kaidah pelayanan publik, Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo
memperhatikan kepuasan pelanggan. Sesuai Motto “Memberikan pelayanan dengan tepat waktu
yang berorientasi kepada kepuasan publik secara berkesinambungan”, Kantor Imigrasi Kelas III
Kabupaten Ponorogo berupaya memberikan pelayanan seoptimal mungkin, utamanya dalam
ketepatan waktu.

Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 111 Kabupaten Ponorogo,
pelayanan pada oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I1I Kabupaten Ponorogo sudah berjalan baik
dan memuaskan. Hal tersebut juga dikemukakan oleh beberapa pengguna layanan pembuatan
paspor di oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo yang menyatakan
keberadaan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo sangat membantu
kebutuhan masyarakat atas penyediaan paspor bagi masyarakat khususnya TKI yang banyak
berasal dari Kabupaten Ponorogo dan ingin bekerja di luar negeri.

Kualitas pelayanan pembuatan paspor yang ada pada oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas
III Kabupaten Ponorogo muncul karena adanya strategi pelayanan yang baik dari para staf
pelayanan di sana. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Osborne dan Plastrik (2001), di
mana strategi meningkatkan kualitas pelayanan. Peningkatan pelayanan publik di lingkungan
birokrasi dapat dilakukan dengan menggunakan lima strategi pengembangan struktur,
pengembangan atau penyederhanaan sistem prosedur, pengembangan infrastruktur,
pengembangan budaya atau kultur, pengembangan kewirausahaan. Strategi yang dikemukakan
oleh Osborne dan Plastrik juga dilaksanakan dengan oleh Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten
Ponorogo dengan adanya sistem terintegrasi, pemberian pelayanan prima, cepat, tanggap, dan
sarana prasarana yang memadai.
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Selain itu, biaya pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 111 Kabupaten Ponorogo juga
terjangkau. Biaya pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo
diantaranya sebesar Rp. 355.000,- untuk paspor 48 lembar, Rp. 155.000,- untuk paspor 24 lembar
serta hanya ditambah Rp. 6.000,- untuk biaya materai dan semuanya dapat diselesaikan dalam
jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran di bank. Juga terdapat pelayanan
kehilangan paspor yang kesemuanya sudah sesuai dengan peraturan undang-undang keimigrasian.

Pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo sangat
memperhatikan aspek produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang bertujuan untuk
memenuhi atau melebihi harapan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suranto
(2013) yang menyatakan kualitas pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mencerminkan
kesesuaian produk, jasa layanan maksimal, oenyedia layanan yang professional, proses pelayanan
yang cepat dan nyaman.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan paspor di Kantor
Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo sudah berjalan baik dan berkualitas serta memuaskan.
Hal tersebut mencerminkan antusias dari para pengguna jasa pelayanan pembuatan paspor di
Kantor Imigrasi Kelas IIT Kabupaten Ponorogo yang baik dan puas dengan pelayanan pembuatan
paspor disana.

Meskipun banyak sekali hal positif mengenai pelayanan pembuatan paspor di Kantor
Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo, namun terdapat beberapa hambatan yang ada dalam
pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 111 Kabupaten Ponorogo. Hambatan
pelayanan di di Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo dapat diklasifikasikan menjadi
hambatan dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).. Hambatan yang muncul dari sisi
internal dalam pelayanan antara lain tempat pelayanan yang kurang luas sehingga membuat antrian
menjadi berjubel di dalam ruang tunggu.

Beberapa pengguna jasa pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas III
Kabupaten Ponorogo terutama informan yang diwawancarai oleh peneliti mengutarakan bahwa
ruangan di di Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo kurang luas dan kurang memadai
untuk mengantri. Hambatan dari sisi eksternal yang ada adalah kesadaran masyarakat dalam
memahami peraturan pada Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo karena permintaan
pemohon seringkali tidak sabar karena banyaknya permintaan kepengurusan paspor di sana. Hal
tersebut senada dengan yang diutarakan oleh staf pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas III
Kabupaten Ponorogo yang mengutarakan masyarakat sering tidak sabar untuk mengantri serta
ingin cepat-cepat menerima paspor yang diurus.

Segala macam hambatan diatas selalu berusaha diperbaiki oleh Kantor Imigrasi Kelas III
Kabupaten Ponorogo agar tercipta pelayanan yang maksimal serta bisa memuaskan masyarakat.
Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Hutapea (2010), di mana kesadaran masyarakat
menjadi kendala dalam pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi. Kesadaran masyarakat
menjadi hal penting dalam menciptakan pelayanan yang prima serta maksimal, agar cita-cita negara
yang ingin menciptakan Good Governance bisa tercapai.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pelayanan pembuatan
paspor di Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo diperoleh hasil yaitu Kantor Imigrasi
Kelas III Kabupaten Ponorogo menerapkan strategi pelayanan yang baik dari para staf pelayanan.
Strategi yang diterapkan antara lain pengembangan struktur, pengembangan atau penyederhanaan
sistem prosedur, pengembangan infrastruktur, pengembangan budaya atau kultur, pengembangan
kewirausahaan.

Selain itu biaya pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten
Ponorogo sudah sesuai ketentuan undang-undang keimigrasian atau Undang-undang Nomor 6
Tahun 2011. Tarif kepengurusan paspor di di Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo
tergolong terjangkau antara lain Rp. 355.000,- untuk paspor 48 halaman, Rp. 155.000,- untuk
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paspor 24 halaman dan ditambah biaya materai Rp. 6.000,-saja dan termasuk terjangkau menurut
para pengguna jasa pembuatan paspor di di Kantor Imigrasi Kelas 111 Kabupaten Ponorogo.
Apalagi kepengurusan paspor bisa dilakukan selama 3 (tiga) hari setelah melakukan pembayaran.

Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pembuatan paspor di di
Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo berjalan dengan baik dan memuaskan. Hal ini
sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Kepala di Kantor Imigrasi Kelas 111 Kabupaten Ponorogo
yang menegaskan bahwa masyarakat puas dengan pelayanan di di Kantor Imigrasi Kelas III
Kabupaten Ponorogo. Selain itu, masyarakat juga merasa puas, karena menurut informan yang
telah diwawancarai oleh peneliti mengutarakan kepuasan mereka atas pelayanan di di Kantor
Imigrasi Kelas 111 Kabupaten Ponorogo yang sudah baik dan memuaskan.

Asumsi lain yang di utarakan oleh Kepala maupun staf di Kantor Imigrasi Kelas 111
Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa, pelayanan pembuatan paspor di di Kantor Imigrasi
Kelas III Kabupaten Ponorogo sangat memperhatikan aspek pelayanan yang mencerminkan
kesesuaian produk, jasa layanan maksimal, penyedia layanan yang professional, proses pelayanan
yang cepat dan nyaman. Dari pernyataan akan kesesuaian produk dengan undangundang, layanan
cepat dan nyaman serta maksimal, dan profesionalisme oleh para staf pelayanan mencerminkan
kualitas pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo sudah
baik dan memuaskan para pengguna layanan.

Kendala internal yang muncul salah satunya adalah lokasi yang menurut pengunjung
kurang luas, karena pada saat pengunjung Kantor Imigrasi Kelas I1I Kabupaten Ponorogo penuh
maka kenyamanan kantor jadi berkurang. Selain itu banyaknya pengunjung di Kantor Imigrasi
Kelas III Kabupaten Ponorogo membuat ruang tunggu yang tidak begitu luas membuat antrian
di sana menjadi berjubel. Hambatan lain yang dialami dalam pelayanan pembuatan paspor di
Kantor Imigrasi Kelas 111 Kabupaten Ponorogo adalah kesadaran masyarakat dalam memahami
peraturan pada Kantor Imigrasi Kelas 111 Kabupaten Ponorogo. Karena banyaknya permintaan
pembuatan paspor membuat pemohon seringkali tidak sabar dalam menaati prosedur
kepengurusan paspor di sana. Namun segala macam hambatan diatas selalu berusaha diperbaiki
oleh Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Ponorogo agar tercipta pelayanan yang maksimal serta
bisa memuaskan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan temuan di lapangan, maka penulis memberikan
saran berupa : 1. Dari segi positif yang sudah ada hendaknya Kantor Imigrasi Kelas I1I Kabupaten
Ponorogo selalu menjaga kualitas pelayanan publik agar kenyamanan masyarakat terus terjaga, 2.
Perlu ada inovasi baru dalam pelayanan public di Kantor Imigrasi Kelas I1I Kabupaten Ponorogo
agar kemudahan bisa tercipta, 3. Dari hambatan yang ada hendaknya Kantor Imigrasi Kelas I1I
Kabupaten Ponorogo bisa pindah atau menggunakan lokasi yang lebih luas agar kenyamaan saat
pengunjung penuh tetap terjaga, 4. Selain itu harus ada edukasi bagi pengunjung Kantor Imigrasi
Kelas 11T Kabupaten Ponorogo agar pengunjung tetap sabar dan mau mengikuti prosedur yang
sudah ada dalam peraturan perundang-undangan.
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